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KAJIAN TEORI

A. Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Negara Indonesia merupakan negara hukum.' Salah satu ciri Negara
hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut the rule of law atau dalam bahasa
Belanda dan Jerman disebut rechtstaat adalah pembatasan kekuasaan dalam
penyelenggaraan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang
kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme atau constitutional state’,
yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konsteks yang sama, gagasan
negara demokrasi atau sering disebut pula dengan istilah constituional
democracy dihubungkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas
hukum.’

Setiap negara yang menganut negara hukum, secara umum berlaku
beberapa prinsip. Prinsip-prinsip tersebut adalah supremasi hukum (supremacy
of law), kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), dan penegakan
hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (due process of law).*

Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia
memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum,

Indonesia meletakkan UUD 1945 sebagai konstitusi penyelenggaraan negara

! Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (3).

? Bahwa perlunya pembatasan kekuasaan (the limited state), agar penyelenggaraan Negara tidak bersifat
sewenang-wenang. Dimana UUD dianggap sebagai Institusi yang paling efektif untuk melindungi warga
negarannya melalui konsep Rule of law atau Rechtstaat. Menurut Andrew Heywood konstitusionalisme
merupakan perangkat nilai dan aspirasi politik yang mencerminkan adannya keinginan untuk melindungi
kebebasan dan melakukan pengawasan (check) internal maupun eksternal terhadap kekuasaan
pemerintah. Dalam Miriam Budiardjo dkk, Dasar-Dasar llmu Politik, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2008), 171.

* Jimly Asshidigie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan
Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 11.

* Munir Fuady, Teori Negara Hukum (Rechstaat), (Bandung: Regika Aditama, 1985), 218.
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atau dengan kata lain merupakan norma pokok (grundnom) yang merupakan

sumber utama tertib hukum di Indonesia (hierarki perundang-undangan).’

UUD 1945 sebagai konstitusi dalam perkembangannya telah mengalami

berbagai corak dan permasalahan yang berdampak pada sistem ketatanegaraan
Indonesia. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia telah mengalami
pergeseran yang mengakibatkan perubahan fundamental terhadap stuktur dan
kewenangan lembaga negara.® Berikut ini sistem ketatanegaraan yang pernah
berlaku di Indonesia:

1. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen

Prinsip kedaulatan rakyat secara kelembagaan dapat diorganisasikan
melalui dua pilihan, yaitu melalui sistem pemisahan kekuasaan (separation of
power) dan pembagian kekuasaan (division of power). Pemisahan kekuasaan
bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-
fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan
saling mengimbangi (check and balances). Sedangkan pembagian kekuasaan
bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara
vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga
pemegang kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan
yang bersifat horizontal.”

UUD 1945 pra-amandemen tidak memberikan ketentuan yang tegas
tentang pembagian kekuasaan. UUD 1945 hanya mengenal pemisahan

kekuasaan dalam arti formal, oleh karena itu pemisahan kekuasaan itu tidak

> Darji Darmodiharjo dkk, Santiaji Pancasila, (Jakarta: Kurnia Esa, 1985), 218.
% Chairul Anwar, 1999, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri),

71.

" Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945,
(Jakarta: Prenada Media, 2010), 13.
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dipertahankan secara prinsipil. Dengan kata lain, UUD 1945 hanya mengenal
pembagian kekuasaan (devision of power) dan bukan pemisahan kekuasaan
(separation of power).*

Dalam konstruksi sistem ketatanegaraan, kedaulatan rakyat
berdasarkan UUD 1945 pra-amandemen dianggap terwujud penuh dalam
wadah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang ditafsirkan sebagai
lembaga tertinggi atau forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu
dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara
yang ada di bawahnya, yaitu presiden, DPR, MA, dan seterusnya.’

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS

Ketentuan dalam UUD 1945 menyatakan dengan jelas bahwa
kedaulatan rakyat ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh
Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan pasal 1 Ayat (2) UUD 1949
menentukan bahwa kekuasaan berkedaulatan Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
dan senat. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa pemegang
kedaulatan dalam Republik Indonesia Serikat bukanlah rakyat, tetapi negara.
Jadi yang menjadi asas UUD 1949 adalah kedaulatan negara
(staatssauvereiniteit)."

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan konstitusi RIS dapat

disimpulkan sebagai berikut:''

8 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum...., 14.

% Ibid.
1 Ibid., 16.
1 Ibid.
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a. Menurut konstitusi RIS, badan eksekutif dan badan legislatif dipisahkan
secara tajam. Perdana menteri maupun anggotanya tidak dapat merangkap
menjadi anggota parlemen.

b. Menganut sistem pertanggungjawaban menteri, tetapi tidak dikenal bahwa
presiden dapat membubarkan DPR.

c. Kekuasaan perundang-undangan federal dilakukan oleh pemerintah
bersama dengan parlemen.

Berkaitan dengan sistem pemisahan kekuasaan, maka konstitusi RIS

1949 menganut teori pemisahan kekuasaan hanya dalam arti formal.

. Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUDS 1950

UUDS 1950 adalah formal sebuah perubahan konstitusi RIS 1949.
Sesuai dengan Pasal 1 Ayat (2) UUDS 1950 menetapkan bahwa kedaulatan
Republik Indonesia ada di tangan rakyat. Ketentuan ini berlainan dengan
UUD 1945, UUDS 1950 dengan khusus menentukan bahwa kedaulatan
rakyat itu dilakukan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Paham ini tidak
terdapat dalam konstitusi RIS."?

Prinsip-prinsip sistem ketatanegaraan yang tercantum dalam UUDS
1950 negara kesatuan adalah:'

a. Penghapusan senat
b. DPR Sementara terdiri atas gabungan DPR RIS dan Badan Pekerja

Komite Nasional Indonesia Pusat

12 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum...., 17.

13 Ibid.
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c. DPRS bersama-sama dengan Komite Nasional Pusat disebut Majelis
Perubahan Undang-Undang Dasar dengan hak mengadakan perubahan
dalam UUD baru

d. Konstituante terdiri dari anggota-anggota yang dipilih melalui pemilu.

Sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen

Sistem ketatanegaraan Indonesia dalam perkembangannya mengalami
perubahan yang sangat mendasar sejak adanya amandemen UUD 1945 yang
dilakukan MPR pada tahun 1999 hingga 2002. Perubahan tersebut
dilatarbelakangi adanya kehendak untuk membangun pemerintahan yang
demokratis dengan check and balances yang setara dan seimbang di antara
cabang-cabang kekuasaan, mewujudkan supremasi hukum dan keadilan, serta
menjamin dan melindungi hak asasi manusia."

Salah satu tujuan amandemen UUD 1945 adalah menata
keseimbangan (check and balances) antar lembaga negara. Hubungan
tersebut ditata sedemikian rupa agar tidak terjadi pemusatan kekuasaan pada
salah satu institusi negara. Bentuk nyata dari amandemen UUD 1945 adalah
perbedaan yang subtansial tentang kelembagaan negara, terutama dalam hal
kedudukan, tugas, wewenang, hubungan kerja, dan cara kerja lembaga yang
bersangkutan.'

Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

tahap pertama dilakukan pada tahun 1999'¢ dan tahap kedua tahun 2000'7,

'4 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum....., 18.

15 Ibid., 19.

' Amandemen pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober 1999. Ibid., 1.
' Amandemen kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000. Ibid.
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dilanjutkan tahap ketiga pada tahun 2001'® dan terakhir dilakukan tahap
keempat pada tahun 2002." Fokus perubahan yaitu Pertama, anutan prinsip
pemisahan kekuasaan (separation of power) dengan prinsip pembagian
kekuasaan (distribution of power) yang berlaku dalam sistematika di UUD
1945. Kedua, otonomi daerah yang seluas-luasnya. Ketiga, gagasan pemilihan
Presiden secara langsung, dan Keempat, gagasan pembentukan lembaga
tambahan yaitu dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan melengkapi
keberadaan DPR sebagai lembaga legislatif. >

Amandemen tahap keempat Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945 telah memberikan perubahan yang berarti bagi
lembaga negara melalui tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-
masing lembaga, misalnya Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
Indonesia tidak lagi didudukkan sebagai lembaga pemegang kekuasaan
negara tertinggi, melainkan sejajar kedudukannya dengan lembaga Negara
lain seperti Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia,
Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia. Pergeseran lain adalah terbentuknya lembaga perwakilan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai utusan daerah yang dipilih

secara langsung melalui pemilihan umum.?' Dibentuknya Dewan Perwakilan

'8 Amandemen ketiga disahkan pada tanggal 10 November 2001. Ibid.

' Amandemen keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus 2002. Ibid.

2 Jimly Asshiddigie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi; Serpihan Pemikiran Hukum,
Media dan HAM, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 19-20.

2! Chairul Anwar, Konstitusi dan Kelembagaan Negara, (Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999),

71.
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Daerah (DPD) Republik Indonesia pada awalnya dimaksudkan untuk
memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI) dan memperteguh kebangsaan seluruh daerah.?

Secara teoritis alasan dibentuknya lembaga DPD adalah membangun
mekanisme kontrol dan keseimbangan (check and balances) antar cabang
kekuasaan negara dan antar lembaga legislatif sendiri (Dewan Perwakilan
Rakyat). Jika pada saat UUD 1945 pra-amandemen menganut sistem unikameral
dengan menempatkan MPR RI sebagai supremasi yang memegang kedaulatan
rakyat, maka sidang umum MPR 2001 berhasil mengamandemen UUD 1945
dan mengembalikan eksistensi lembaga legislatif ke sistem bikameral.*®
Keberadaan DPD RI sebagai lembaga yang berporos di legislatif, dapat
ditafsirkan lembaga representative di Indonesia mengadopsi sistem bikameral
atau dua kamar.”* Meskipun pada dasarnya sistem dua kamar selalu identik
dengan negara federasi, namun dalam perkembangan ilmu ketatanegaraan sistem
bikameral dapat dipraktekkan di negara kesatuan.””> Keberadaan dua kamar
tersebut dapat dicermati dari hasil perubahan Pasal 2 ayat (1) UUD NRI yang
berbunyi ‘“Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui
pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”.

Dengan struktur bikameral tersebut, diharapkan proses legislasi dapat

diselenggarakan berdasarkan sistem pemeriksaan ganda yang memungkinkan

2 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR RI, 2010), 142.

2 Titik Triwulan Tutik, Konstruksi Hukum..., 185.

** Sulardi, Reformasi Hukum ; Rekonstruksi Kedaulatan Rakyat Dalam Membangun Demokrasi, (Malang:
Intrans Publishing, 2009), 128.

% Ni’matul Huda, Lembaga Negara Dalam Masa Transisi Demokrasi, (Yogyakarta: UII Press, 2007), 75.
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representasi kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan
basis sosial yang lebih luas. DPR merupakan cermin representasi politik
(political representation), sedangkan DPD mencerminkan prinsip representasi
teritorial atau regional (regional representation).’* DPD dilahirkan dan
ditampilkan sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat yang menjembatani
kebijakan (policy), dan regulasi pada skala nasional oleh pemerintah (pusat) di
satu sisi dan daerah di sisi lain.”’
B. Lembaga Perwakilan Rakyat dan Daerah
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
a. Sejarah MPR
Tepat pada ulang tahun Kaisar Hirohito, 29 April 1945,
Pemerintah Kolonial Jepang di Indonesia membentuk Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Badan yang dalam
Bahasa Jepang-nya Dokuritzu Zyunbi Tyoosakai itu merupakan sebuah
badan yang dibentuk untuk merealisasikan janji Jepang memberi
kemerdekaan kepada Indonesia. Namun karena BPUPKI terlalu cepat
ingin merealisasikan kemerdekaan Indonesia maka badan itu dibubarkan
oleh saudara tua itu dan kemudian membentuk Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 7 Agustus 1945, dalam Bahasa
Jepang-nya Dokuritzu Zyunbi linkai.™®
Di tengah kontroversi jadi tidaknya realisasi Jepang untuk

memberi kemerdekaan Indonesia, yang perlu dicatat dari peran PPKI ini

%% Jimly Asshiddiqie, Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar
Grafika, 2010), 119.

" M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 93.

¥ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga Negara Rumpun Legislatif,
(Kementerian Sekretariat Negara, 2011), 21.
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adalah pada tanggal 18 Agustus 1945 badan itu mampu mengesahkan
Undang-Undang Dasar 1945. Karena dibuat dalam waktu yang sangat
sempit dan tergesa-gesa maka Presiden Soekarno mengatakan UUD 1945
yang disahkan sehari setelah Indonesia merdeka itu bukan sebagai
undang-undang dasar yang sifatnya permanen. Sebagai mantan Ketua
PPKI tentu Soekarno mengetahui dan menyebut UUD 1945 itu adalah
undang-undang dasar sementara, yang dibuat secara kilat. Untuk itu ia
mengatakan bila keadaannya sudah memungkinkan, maka akan dibentuk
Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bertugas menyusun undang-
undang dasar yang lebih lengkap dan sempurna.”

Namun karena situasi dalam negeri dan masih adanya keinginan
Belanda untuk menguasai Indonesia maka keinginan Soekarno untuk
menyempurnakan UUD 1945 tidak tercapai, bahkan undang-undang
dasar yang dijadikan pedoman bernegara oleh Bangsa Indonesia silih
berganti sesuai dengan kepentingan penguasa dan situasi politik yang
berkembang pada jamannya.*

Sebagaimana diketahui bersama bahwa pada tanggal 29 Agustus
1945 sesaat setelah proklamasi kemerdekaan, dibentuk Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai ketentuan Pasal IV Aturan Peralihan
Undang-Undang Dasar 1945, KNIP bertugas membantu Presiden dalam
menjalankan kekuasaan negara, sebelum terbentuknya lembaga-lembaga
negara, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar. Dalam

perkembangan sejarahnya, pada pertengahan Oktober 1945, KNIP

%% Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga...., 21.

30 Ibid.
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kemudian berubah menjadi semacam parlemen, tempat Perdana Menteri
dan anggota kabinet bertanggung jawab. Hal ini, sejalan dengan
perubahan sistem pemerintahan dari sistem Presidensial ke system
Parlementer. Sejarah mencatat, bahwa KNIP adalah cikal bakal (embrio)
dari badan perwakilan di Indonesia, yang oleh Undang-Undang Dasar
1945 diwujudkan ke dalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis
Permusyawaratan Rakyat.’’

Keberadaan badan-badan perwakilan, DPR dan MPR ketika itu,
tidak terlepas dari keinginan para pendiri negara bahwa negara yang
didirikan adalah negara yang demokratis. MPR yang anggota-anggotanya
terdiri atas anggota DPR, di tambah dengan utusan dari daerah-daerah
dan golongan-golongan, dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat.
Atas dasar itulah MPR melaksanakan kedaulatan rakyat yang tidak
terbatas kekuasaannya.*?

Mengingat fungsi dan kewenangan MPR yang tinggi seperti
mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar, menetapkan haluan
negara, mengangkat dan memberhentikan Presiden/Wakil Presiden,
maka para Ahli Hukum Tata Negara menyebut MPR sebagai lembaga
tertinggi negara.” Pandangan ini kemudian dikukuhkan dalam Ketetapan
MPR Nomor VI/MPR/1973 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata
Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan atau Lembaga-lembaga Tinggi

Negara. Meskipun demikian, sejarah menunjukkan bahwa negara

3! Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga...., 22.
32 Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005),

17.
33 Ibid.
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Indonesia baru membentuk MPR yang bersifat sementara setelah Dekrit
Presiden tanggal 5 Juli 1959, sedangkan MPR yang dibentuk
berdasarkan hasil Pemilihan Umum baru terlaksana pada tahun 1971.%*

Sejak terbentuknya, baik MPRS maupun MPR telah memberikan
sumbangan yang besar bagi pembangunan bangsa dan negara. Sebagai
sebuah lembaga, MPR juga tidak luput dari pasang surut seiring dengan
perjalanan sistem ketatanegaraan. Di masa lalu, MPR begitu kuat
posisinya, begitu besar tugas dan kewenangannya bahkan disebut sebagai
Lembaga Tertinggi Negara, sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan
rakyat.*

Bergulirnya reformasi yang menghasilkan reformasi konstitusi
telah mendorong para pengambil keputusan untuk tidak menempatkan
MPR dalam posisi sebagai lembaga tertinggi. Setelah reformasi, MPR
menjadi lembaga negara yang sejajar kedudukannya dengan lembaga-
lembaga negara lainnya, bukan lagi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia
yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Perubahan Undang-Undang Dasar
telah mendorong penataan ulang posisi lembaga-lembaga negara
terutama mengubah kedudukan, fungsi dan kewenangan MPR yang
dianggap tidak selaras dengan pelaksanaan prinsip demokrasi dan
kedaulatan rakyat sehingga sistem ketatanegaraan dapat berjalan optimal.
Pasal 1 ayat (2) yang semula berbunyi: “Kedaulatan adalah di tangan

rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan

** Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga..., 22.
%% Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara...., 18.
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Rakyat.”® Setelah perubahan Undang-Undang Dasar diubah menjadi

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

Undang Dasar.”’ Dengan demikian pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak

lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu MPR,

tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga negara yang

ditentukan oleh UUD 1945.

b. Tugas dan Wewenang MPR
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) diatur dalam UUD NRI

1945 dalam Pasal 2 yang terdiri atas tiga ayat, dan Pasal 3 yang juga

terdiri atas tiga ayat. Pasal 2 UUD NRI 1945 berbunyi:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan
Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang
dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan
undang-undang.

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam
lima tahun di ibukota negara.

3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan
suara yang terbanyak.

Sedangkan Pasal 3 UUD NRI 1945 menyatakan:

1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan
menetapkan undang-undang dasar.

2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil

Presiden.

3% Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
37 Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
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3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan
Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut
undang-undang dasar.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan dan wewenang

MPR terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MPR, DPR, DPD dan DPRD. Wewenang MPR yang terdapat dalam UU

Nomor 17 Tahun 2014 adalah:*®

a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;

c¢) Memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau
Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah
Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan
terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau
Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau
Wakil Presiden;

d) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya

dalam masa jabatannya;

% Lihat Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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e) Memilith Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh
Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam
masa jabatannya; dan

f) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat,
berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya
dalam masa jabatannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan
calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik
atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil
presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) juga memiliki tugas-

tugas sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014

sebagai berikut:*

a) Memasyarakatkan ketetapan MPR;

b) Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;

c) Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan

d) Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

%% Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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c. Keanggotaan MPR

Keberadaan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai institusi
negara secara eksplisit telah tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Majelis
Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
dan anggota Dewan Perwakilan Daerah”

Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014,
dinyatakan bahwa, ayat (1) keanggotaan MPR diresmikan dengan
keputusan Presiden, dan ayat (2) masa jabatan anggota MPR adalah 5
(lima) tahun dan berakhir pada saat anggota MPR yang baru
mengucapkan sumpah/janji.*°

Anggota MPR memiliki hak untuk:*'

1) Mengajukan usul pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2) Menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;

3) Memilih dan dipilih;

4) Membela diri;

5) Imunitas;42

6) Protokoler; dan

7) Keuangan dan administratif

* Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

! Pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

2 Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau
pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR
ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR. Pasal 7 Ayat
(1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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Terkait dengan keanggotaan, sebagaimana diatur dalam pasal 12
Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan
DPRD, dinyatakan bahwa di dalam MPR juga terdapat:

1) Fraksi
Fraksi adalah pengelompokan anggota MPR yang
mencerminkan konfigurasi partai politik. Fraksi dapat dibentuk oleh
partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam
penentuan perolehan kursi DPR. Setiap anggota MPR yang berasal
dari anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi
dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam
melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat.*
2) Kelompok Anggota
Kelompok anggota adalah pengelompokan anggota MPR yang
berasal dari seluruh anggota DPD. Kelompok Anggota dibentuk
untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan
anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.**
d. Alat Kelengkapan MPR
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya, MPR mempunyai Alat-alat
kelengkapan yang disusun menurut pengelompokan kegiatan, yaitu
pimpinan dan panitia ad hoc majelis. Hal in1 diatur dalam Pasal 14
sampai dengan Pasal 22 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
MPR, DPR, DPD dan DPRD.

1) Pimpinan

* Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
* Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat)
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR. Pimpinan
MPR tersebut dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket
yang bersifat tetap.” Pimpinan MPR bertugas:*°
a) Memimpin sidang MPR dan menyimpulkan hasil sidang untuk

diambil keputusan;

b) Menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara
ketua dan wakil ketua;

¢) Menjadi juru bicara MPR;

d) Melaksanakan putusan MPR;

e) Mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka
Tunggal Ika;

f) Mewakili MPR di pengadilan;

g) Menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR; dan

h) Menyampaikan laporan kinerja pimpinan dalam sidang paripurna
MPR pada akhir masa jabatan.

2) Panitia ad hoc Majelis
Panitia ad hoc MPR terdiri atas pimpinan MPR dan paling
sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10%

(sepuluh persen) dari jumlah anggota yang susunannya mencerminkan

* Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.
* Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.
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unsur DPR dan unsur DPD secara proporsional dari setiap fraksi dan
kelompok anggota MPR. Anggota sebagaimana dimaksud diusulkan
oleh unsur DPR dan unsur DPD dari setiap fraksi dan kelompok
anggota MPR.*’ Panitia ad hoc MPR bertugas untuk:*®

a) Mempersiapkan bahan sidang MPR; dan

b) Menyusun rancangan putusan MPR.

Panitia ad hoc MPR melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana
dimaksud dalam sidang paripurna MPR. Panitia ad hoc MPR
dibubarkan setelah tugasnya selesai.*

2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
a. Sejarah DPR

Pada masa penjajahan Belanda berdasarkan Pasal 53 sampai
dengan Pasal 80 bagian kedua Indische Staatsregeling, wet op de
Staatsinrichting van Nederlandsh-Indie (Indische Staatsrgeling), yang
ditetapkan pada tanggal 16 Desember 1916, serta diumumkan dalam
Staatsblat Hindia Nomor 114 Tahun 1916, dan berlaku pada tangal 1
Agustus 1917 memuat hal-hal yang berkenaan dengan kekuasaan
legislatif, yaitu Volksraad (Dewan Rakyat).”

Berdasarkan konstitusi Indische Staatsrgeling buatan Belanda
itulah, pada tanggal 18 Mei 1918 Gubernur Jenderal Graaf Van
Limburg Stirum atas nama pemerintah penjajah Belanda membentuk

dan melantik Volksraad (Dewan Rakyat). Adapun keanggotaan

" Pasal 20 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

*8 Pasal 22 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

* Pasal 22 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.

%% Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga....., 41.
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Volksraad pada Tahun 1918 terdiri atas 1 orang Ketua (diangkat oleh
Raja) dan 38 orang Anggota (20 orang dari golongan Bumi Putra),
untuk Tahun 1927 terdiri atas 1 orang Ketua (diangkat oleh Raja) dan
55 orang Anggota (25 orang dari golongan Bumi Putra), sedangkan
untuk Tahun 1930 terdiri atas 1 orang Ketua (diangkat oleh Raja) dan
60 orang Anggota (30 orang dari golongan Bumi Putra).”’

Volksraad mempunyai hak yang tidak sama dengan parlemen,
karena volksraad tidak mempunyai Hak Angket dan Hak menentukan
Anggaran Belanja Negara. Dalam perjalanannya kaum nasionalis
moderat antara lain Hohammad Husni Thamrin dan lain-lain,
menggunakan volksraad sebagai jalan untuk mencapai cita-cita
Indonesia Merdeka memalui jalan Parlemen. Usulan-usulan anggota
seperti Petisi Sutardjo Tahun 1935 yang berisi "Permohonan kepada
Pemerintah Belanda agar diadakan pembicaraan bersama antara
Indonesia dan Berlanda dalam suatu perundingan mengenai nasib
Indonesia di masa yang akan datang", atau Gerakan Indonesia
Berparlemen dari Gabungan Politik Indonesia yang berisi keinginan
adanya parlemen yang sesungguhnya sebagai suatu tahap untuk menuju
Indonesia Merdeka, ternyata ditolak pemerintah Hindia Belanda.™

Pada awal perang dunia II anggota-anggota Volksraad
mengusulkan dibentuknya milisi pribumi untuk membantu Pemerintah
menghadapi musuh dari luar, usul ini juga ditolak. Tanggal 8 Desember

1941 Jepang melancarkan serangan ke Asia. Dan pada tanggal 11

3! Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga...., 41.

52 Ibid.
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Januari 1942 tentara Jepang pertama kali menginjak bumi Indonesia
yaitu mendarat di Tarakan (Kalimantan Timur). Pemerintah Hindia
Belanda tidak mampu melawan dan menyerah kepada Jepang pada
tanggal 8 Maret 1942. Dengan mendaratnya tentara Jepang tersebut,
maka Belanda mengakhiri masa penjajahan yang selama 350 tahun di
Indonesia. Pergantian penjajahan dari Belanda kepada Jepang meng-
akibatkan keberadaan volksraad secara otomatis tidak diakui lagi.”
Rakyat Indonesia pada awalnya gembira menyambut tentara Dai
Nippon (Jepang), yang dianggap sebagai saudara tua yang
membebaskan Indonesia dari belenggu penjajahan. Namun pemerintah
militer Jepang tidak berbeda dengan pemerintahan Hindia Belanda,
karena semua kegiatan politik dilarang. Pemimpin-pemimpin yang
bersedia bekerjasama, berusaha menggunakan gerakan rakyat bentukan
Jepang, seperti tiga-A (Nippon cahaya Asia, Pelindung Asia, dan
Pemimpin Asia) atau PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), untuk mem-
bangunkan rakyat dan menanamkan cita-cita kemerdekaan dibalik
punggung pemerintah militer Jepang. Tahun 1943, dibentuk Tjuo
Sangi-in, sebuah badan perwakilan yang hanya bertugas menjawab
pertanyaan Saiko Sikikan, penguasa militer tertinggi, mengenai hal-hal
yang menyangkut usaha memenangkan perang Asia Timur Raya. Jelas
bahwa Tjuo Sangi-in bukan Badan Perwakilan apalagi Parlemen yang

J . 54
mewakili bangsa Indonesia.’

>3 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga....., 42.

5% Ibid.
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Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang dibom atom oleh "Serikat"
dan Uni Soviet menyatakan perang terhadap Jepang. Dengan demikian
Jepang akan kalah dalam waktu singkat, sehingga Proklamasi harus
segera dilaksanakan. Pada tanggal 16 Agustus 1945, tokoh-tokoh
pemuda bersepakat menjauhkan Sukarno-Hatta ke Iluar kota
(Rengasdengklok Karawang) dengan tujuan menjauhkan dari pengaruh
Jepang yang berkedok menjanjikan kemerdekaan, dan didesak Sukarno-
Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah
berunding selama satu malam di rumah Laksamana Maeda, maka pada
tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno-Hatta atas nama Bangsa Indonesia
membacakan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumahnya
Pengangsaan Timur 56, Jakarta. Sechari setelah Proklamasi
Kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang kita kenal
sebagai Undang-undang Dasar 1945. Maka mulai saat itu,
penyelenggara negara didasarkan pada ketentuan-ketentuan menurut
Undang-undang Dasar 1945.%

Sesuai dengan ketentuan dalam Aturan Peralihan, tanggal 29
Agustus 1945, dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP
beranggotakan 137 orang. Komite Nasional Pusat ini diakui sebagai
cikal bakal badan legislatif di Indonesia, dan tanggal pembentukan
KNIP yaitu 29 Agustus 1945 diresmikan sebagai hari jadi Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pimpinan KNIP pada

> Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga...., 43.
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saat itu adalah ketua Mr. Kasman Singodimedjo, wakil ketua I Mr.
Sutardjo Kartohadi-kusumo, wakil ketua II Mr. J. Latuharhary dan
wakil ketua ITI Adam Malik.>®

Pada tanggal 10 Nopember 1945 terjadi peristiwa pertempuran di
Surabaya yang menimbulkan banyak korban di pihak bangsa Indonesia,
sehubungan dengan itu KNIP dalam sidang pleno ke-3 tanggal 27
Nopember 1945 mengeluarkan resolusi yang menyatakan protes yang
sekeras-kerasnya kepada pucuk pimpinan tentara Inggris di Indonesia
atas penyerangan dari angkatan laut, darat dan udara atas rakyat dan
daerah-daerah Indonesia. Selain itu KNIP juga telah mengadakan
sidang di kota Solo pada tahun 1946, di Malang pada tahun 1947, dan
Yogyakarta tahun 1949, dalam rangka perjuangan mempertahankan
kemerdekaan dilaksanakan serentak di medan-perang dan di meja
perundingan. Dinamika revolusi ini juga dicerminkan dalam sidang-
sidang KNIP, antara pendukung pemerintah dan golongan keras yang
menentang perundingan. Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda
telah dua kali menandatangani perjanjian, yaitu Linggarjati dan
Renville. Tetapi semua persetujuan itu dilanggar oleh Belanda, dengan
melancarkan agresi militer ke daerah Republik.’’

Sebagai salah satu alat kelengkapan negara, pengaturan Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tercantum dalam Bab III Pasal

19 sampai dengan Pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik

% Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga....., 43.

57 Ibid.
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Indonesia Tahun 1945. Selain itu juga diatur dalam Undang-undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD.
b. Tugas dan Wewenang DPR

Dewan Perwakilan Rakyat terdiri atas anggota partai politik
peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum.”® DPR
merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai
lembaga negara.” Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPD, Dewan Perwakilan
Rakyat memiliki fungsi sebagai berikut:
1) Legislasi
2) Anggaran
3) Pengawasan

Ketiga fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran sebagaimana
dimaksud di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat, dan
juga untuk mendukung upaya Pemerintah dalam melaksanakan politik
luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®

Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69
dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan
membentuk undang-undang. Fungsi anggaran dilaksanakan untuk
membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan

persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang

*¥ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
%% Pasal 68 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
59 Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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diajukan oleh Presiden. Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN.®!
Undang-Undang juga mengatur wewenang Dewan Perwakilan

Rakyat sebagai berikut:®

1) Membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;

2) Memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan
terhadap peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang
diajukan oleh Presiden untuk menjadi undang-undang;

3) Membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden
atau DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat
dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, dengan
mengikutsertakan DPD sebelum diambil persetujuan bersama antara
DPR dan Presiden;

4) Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama;

5) Membahas bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD dan memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang

tentang APBN yang diajukan oleh Presiden;

6! Pasal 70 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
62 Pasal 71 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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7)

8)

9
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Membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang
disampaikan oleh DPD atas pelaksanaan undang-undang mengenai
otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam
dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama;

Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang
dan membuat perdamaian dengan negara lain;

Memberikan persetujuan atas perjanjian internasional tertentu yang
menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat
yang terkait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan
perubahan atau pembentukan undang-undang;

Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian

amnesti dan abolisi;

10) Memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam hal mengangkat

duta besar dan menerima penempatan duta besar negara lain;

11) Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD;

12) Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan

pemberhentian anggota Komisi Yudisial,

13) Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi

Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden; dan

14) Memilih 3 (tiga) orang hakim konstitusi dan mengajukannya kepada

Presiden untuk diresmikan dengan keputusan Presiden.
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Dewan Perwakilan Rakyat juga memiliki tugas di antaranya
adalah:®

1) Menyusun, membahas, menetapkan, dan menyebarluaskan program
legislasi nasional,

2) Menyusun, membahas, dan menyebarluaskan rancangan undang-
undang;

3) Menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah;

4) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang,
APBN, dan kebijakan pemerintah;

5) Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan
dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;

6) Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara
yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan terhadap perjanjian yang berakibat luas
dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban
keuangan negara;

7) Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi

masyarakat; dan

63 Pasal 72 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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8) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam undang-undang.

DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak
memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau
warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR. Setiap
pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga
masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud.
Dalam hal pejabat negara dan/atau pejabat pemerintah sebagaimana
dimaksud tidak hadir memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga)
kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat menggunakan hak
interpelasi,®* hak angket,” atau hak menyatakan pendapat®® atau
anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan. Dalam
hal badan hukum dan/atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud
tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan
yang sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan
menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal

panggilan paksa sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi tanpa alasan

% Hak interpelasi adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara. Lihat Pasal 79 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD.

% Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang
dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan. Lihat Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR,
DPR, DPD, dan DPRD.

% Hak menyatakan pendapat sebagaimana adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat atas: a. kebijakan
pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; b.
tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau c. dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil
Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,
tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak
lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Lihat Pasal 79 Ayat (4) Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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yang sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga
puluh) hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.®’
c. Keanggotaan DPR

Keanggotaan DPR seluruhnya berjumlah 560 orang, yang terdiri
atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui
pemilihan Umum untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan berakhir
bersamaan pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan
sumpah/janji. Anggota DPR harus memenuhi persyaratan keanggotaan
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden, serta berdomisili di Ibukota Negara Republik
Indonesia.®® Setiap anggota DPR dapat melakukan kunjungan kerja ke
daerah pemilihannya sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan
dengan waktu paling lama 5 (lima) hari yang dilaksanakan di luar masa
reses dan di luar sidang-sidang DPR.®

Anggota DPR dapat dan/atau diberhentikan karena beberapa
sebab, pertama anggota berhenti antar waktu karena: "
1) Meninggal dunia;
2) Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara

tertulis, dan

3) Diberhentikan.

Kedua anggota DPR diberhentikan antar waktu karena: "’

67 Pasal 74 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

6% Pasal 76 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

% Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga..... ,47.

7% Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
! Pasal 239 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau
berhalangan tetap sebagai anggota DPR selama 3 (tiga) bulan
berturut-turut tanpa keterangan apapun;

Melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPR;

Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana
yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan
DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali
berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;

Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPR sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai

pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang;
Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
Menjadi anggota partai politik lain.

Anggota DPR juga mempunyai hak tertentu yaitu:’>
Mengajukan usul rancangan undang-undang;

Mengajukan pertanyaan;

7 Pasal 80 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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3) Menyampaikan usul dan pendapat;
4) Memilih dan dipilih;

5) Membela diri
6) Imunitas;”

7) Protokoler;’
8) Keuangan dan administratif}
9) Pengawasan;

10) Mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah

pemilihan; dan

11) Melakukan sosialiasi undang-undang.
d. Alat Kelengkapan DPR

Untuk melaksanakan tugas dan wewenang, DPR membentuk Alat
Kelengkapan yang terdiri atas Pimpinan DPR, Badan Musyawarah,
Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Kerja sama Antar
Parlemen, Mahkamah Kehormatan Dewan, Badan Urusan Rumah
tangga, Panitia Khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan
dibentuk oleh rapat paripurna.”

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPR dibantu oleh

unit pendukung yang tugasnya diatur dalam peraturan DPR tentang tata

7 Hak imunitas adalah hak kekebalan hukum anggota DPR untuk tidak dapat dituntut di muka pengadilan
karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPR dengan pemerintah dan rapat-
rapat DPR lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia, Profil Lembaga....., 50.

™ Hak protokoler adalah hak anggota DPR untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan
jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. Ibid.

73 Pasal 83 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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tertib. Unit pendukung sebagaimana dimaksud terdiri atas tenaga
administrasi dan tenaga ahli.”®
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

a. Sejarah DPD
Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan
reformasi 1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara
yang bersifat sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga
Orde Baru telah secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan
daerah terhadap pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi
kuat kegagalan pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai
basis berdirinya bangsa ini. Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan
untuk: 1). Memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah negara
kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan
seluruh daerah; 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan
kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan nasional
berkaitan dengan negara dan daerah; 3). Mendorong percepatan
demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan

seimbang.”’
Kehadiran DPD sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan
daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis

Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan di era

76 Pasal 83 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.
" AM. fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Jakarta: Kompas penerbit, 2009 ), 314.
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sebelum reformasi.”® Mekanisme pengangkatan dari utusan daerah dan
utusan golongan bukan saja merefleksikan sebuah sistem yang tidak
demokratis, melainkan juga mengaburkan sistem perwakilan yang
seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern yang
demokratis.

DPD lahir sebagai bagian dari upaya untuk memastikan bahwa
wilayah atau daerah harus memiliki wakil untuk memperjuangkan
kepentingannya secara utuh di tataran nasional, yang sekaligus berfungsi
menjaga keutuhan NKRI. Selain itu kehadiran DPD mengandung makna
bahwa sekarang ada lembaga yang mewakili kepentingan lintas golongan
atau komunitas yang sarat dengan pemahaman akan budaya dan
karakteristik daerah.”

Prinsip check and balance antara cabang kekuasaan Negara di
dalam kekuasaan legislatif dibangun dengan keberadaan lembaga Dewan
Perwakilan Daerah sesuai dengan amandemen ketiga UUD Tahun 1945
pada Tahun 2001. DPD dibentuk pada tahun 2004 dimana setiap provinsi
memiliki 4 (empat) orang wakil yang dipillih secara langsung melalui
Pemilihan Umum. DPD RI lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, ketika 128
anggota DPD yang terpilih untuk pertama kalinya dilantik dan diambil
sumpahnya. Kelahiran lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini
merupakan peningkatan dari Lembaga Utusan Daerah dan Golongan

dalam struktur lembaga MPR RI sebelumnya, dengan menempatkan

" Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan
ke-5 (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009), iii.
” bid., 3.
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sebagai lembaga Negara yang anggota-anggotanya dipilih secara
langsung oleh rakyat sebagai salah satu prinsip demokrasi.*

Para wakil daerah bukanlah wakil dari suatu komunitas atau sekat
komunitas di daerah (antara lain yang berbasis ideologi atau parpol),
melainkan figur-figur yang bisa mewakili seluruh elemen yang ada di
daerah. Dengan sendirinya, para wakil daerah baru bisa dikatakan
sungguh-sungguh berada di atas kepentingan golongan apabila yang
bersangkutan benar-benar memahami apa yang menjadi muatan daerah
yang diwakilinya (komunitas berikut budaya dan ruhnya, geografisnya,
kandungan buminya, dan sebagainya), dan sekaligus harus terbebas dari
semua sekat ideologis.

Bila dibandingkan dari segi kelahiran lembaganya, DPD memang
jauh lebih muda dari DPR, karena DPR lahir sejak tahun 1918 (dulu
bernama Volksraad). Namun, apabila dilihat dari segi gagasannya,
keberadaan lembaga seperti DPD, yang mewakili daerah di parlemen
nasional, sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak
sebelum masa kemerdekaan. Dicatat oleh Indra J. Piliang dalam sebuah
buku yang diterbitkan DPD, bahwa pemikiran ini lahir pertama kali
dalam konferensi GAPI pada 31 Januari 1941.%!

Gagasan tersebut terus bergulir, sampai pada masa pendirian
Republik ini pun, gagasan untuk membentuk lembaga perwakilan daerah
di parlemen nasional ikut dibahas. Gagasan tersebut dikemukakan oleh

Moh. Yamin dalam rapat perumusan UUD 1945 oleh Badan Penyelidik

%0 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga..... , 89.

81 Tbid., 90.
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Usaha-usaha  Persiapan = Kemerdekaan  Indonesia  (BPUPKI).
dikatakannya:™
Kekuasaan yang dipegang oleh permusyawaratan oleh seluruh
rakyat Indonesia diduduki, tidak saja oleh wakil daerah-daerah
Indonesia, tetapi semata-mata pula oleh wakil golongan atau rakyat
Indonesia seluruhnya, yang dipilih dengan bebas dan merdeka oleh
rakyat dengan suara terbanyak. Majelis Permusyawaratan juga
meliputi segala anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kepada
Majelis Presiden bertanggung jawab. Jadi ada dua syaratnya, yaitu
wakil daerah dan wakil golongan langsung daripada rakyat
Indonesia.
b. Tugas dan Wewenang DPD
Berdasarkan ketentuan konstitusi, jumlah seluruh anggota DPD RI
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR RI. DPD RI merupakan
parlemen nasional yang mewakili daerah dan bersidang di Ibu Kota

Negara, dalam menjalankan tugasnya, DPD RI memiliki kantor di

Daerah.*

Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi sebagaimana yang telah
diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 sebagai berikut:**

1) Pengajuan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

2) Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,

pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam

%2 Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Profil Lembaga...., 90.
83 11
Ibid.
% Pasal 248 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat
dan daerah;

3) Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama,;
serta

4) Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi
daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,
hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.

Dewan Perwakilan Daerah juga memiliki wewenang dan tugas
sebagai berikut:*

1) Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan
perimbangan keuangan pusat dan daerah kepada DPR;

2) Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

3) Menyusun dan menyampaikan daftar inventaris masalah rancangan
undang-undang yang berasal dari DPR atau Presiden yang berkaitan

dengan hal sebagaimana dimaksud dalam angka 1;

% Pasal 249 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-
undang tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan pajak, pendidikan, dan agama;

Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

Menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan
penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan
undang-undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti;

Menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai
bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan APBN;

Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota
BPK; dan

Menyusun program legislasi nasional yang berkaitan dengan otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan

perimbangan keuangan pusat dan daerah.
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c. Keanggotaan DPD

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menetapkan bahwa
anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak 4 (empat) orang. Dan
jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 (satu per tiga) jumlah anggota
DPR.* Anggota DPD memiliki hak untuk:®’

1) Bertanya;

2) Menyampaikan usul dan pendapat;
3) Memilih dan dipilih;

4) Membela diri;

5) Imunitas;

6) Protokoler; dan

7) Keuangan dan administratif.

Keanggotaan DPD RI diresmikan dengan keputusan Presiden.
Anggota DPD dalam menjalankan tugasnya berdomisili di daerah
pemilihannya dan mempunyai kantor di ibu kota provinsi daerah
pemilihannya. Masa jabatan anggota DPD adalah 5 (lima) tahun dan
berakhir pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji.®

Anggota DPD dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat Negara
lainnya, hakim pada badan peradilan, pegawai negeri sipil, anggota

Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia,

% Pasal 252 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.

%7 Pasal 257 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

% Pasal 252 Ayat (3) sampai (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.
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pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau
badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.*

Anggota DPD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat
struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan,
advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada
hubungannya dengan tugas dan wewenang DPD serta hak sebagai
anggota DPD. Anggota DPD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.”® Anggota DPD RI dapat
diberhentikan baik pemberhentian antar waktu maupun pemberhentian
sementara.

Anggota DPD berhenti antar waktu karena:’'

1) Meninggal dunia;
2) Mengundurkan diri; atau
3) Diberhentikan.
Anggota DPD diberhentikan sementara karena:’*
1) Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
2) Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
d. Alat Kelengkapan DPD

Dalam menjalankan tugasnya DPD memiliki alat kelengkapan yang

terdiri atas pimpinan, Panitia Musyawarah, panitia kerja, Panitia

Perancang Undang-Undang, Panitia Urusan Rumah Tangga, Badan

% Pasal 302 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

% Pasal 302 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.

°! Pasal 307 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

%2 Pasal 313 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna.”
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
a. Tugas dan Wewenang DPRD

DPRD provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan
umum yang dipilih melalui pemilihan umum.”* DPRD provinsi
merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi”> DPRD
provinsi mempunyai fungsi antara lain:*®

1) Legislasi;

2) Anggaran; dan

3) Pengawasan.

DPRD provinsi mempunyai wewenang dan tugas antara lain:”’

1) Membentuk peraturan daerah provinsi bersama gubernur;

2) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi yang
diajukan oleh gubernur;

3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah
dan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian gubernur dan/atau
wakil gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk

mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

%3 Pasal 259 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
% Pasal 314 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
% Pasal 315 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
% Pasal 316 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
°7 Pasal 317 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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5) Memilih wakil gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil
gubernur;

6) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;

7) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional
yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi;

8) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi;

9) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah
lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan
daerah;

10) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11) Melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan
peraturan perundang-undangan.

DPRD provinsi juga memiliki hak-hak sebagai berikut:”®

1) Hak interpelasi adalah hak DPRD provinsi untuk meminta keterangan
kepada gubernur mengenai kebijakan pemerintah provinsi yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.

2) Hak angket adalah hak DPRD provinsi untuk melakukan
penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang penting

dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,

% Pasal 322 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

3) Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD provinsi untuk
menyatakan pendapat terhadap kebijakan gubernur atau mengenai
kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan
rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan
hak interpelasi dan hak angket.

b. Keanggotaan DPRD
Anggota DPRD provinsi berjumlah paling sedikit 35 (tiga puluh
lima) orang dan paling banyak 100 (seratus) orang. Keanggotaan DPRD
provinsi diresmikan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri. Anggota

DPRD provinsi berdomisili di ibu kota provinsi yang bersangkutan. Masa

jabatan anggota DPRD provinsi adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada

saat anggota DPRD provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji.”’
Anggota DPRD Provinsi memiliki hak-hak antara lain sebagai

berikut:'®

1) Mengajukan rancangan peraturan daerah provinsi;

2) Mengajukan pertanyaan;

3) Menyampaikan usul dan pendapat;

4) Memilih dan dipilih;

5) Membela diri;

6) Imunitas;

7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;

% Pasal 318 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
1% pasal 323 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
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8) Protokoler; dan
9) Keuangan dan administratif.
c. Alat Kelengkapan DPRD

Alat kelengkapan DPRD provinsi terdiri atas pimpinan, Badan
Musyawarah, komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Anggaran, Badan
Kehormatan; dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk
oleh rapat paripurna. Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan
dibantu oleh sekretariat.'"’

C. Sistem Kamar Parlemen Indonesia

Lahirnya lembaga baru dalam sistem kelembagaan negara selalu
membawa pertanyaan mengapa lembaga tersebut perlu ada, apa dasar filosofi
atau gagasan apa yang menghendaki kelahiran lembaga baru tersebut. Apabila
dilihat dalam tataran kepentingan umum, maka pertanyaan yang akan muncul
tentunya apa tujuan dan manfaat lembaga itu untuk masyarakat. Begitupun
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang diketahui juga sebagai lembaga
perwakilan baru produk amandemen atau tepatnya pada perubahan ketiga atas
UUD 1945 yang dihasilkan melalui Pemilu 2004.'%*

Dewan Perwakilan Daerah lahir sebagai bagian dari tuntutan reformasi
1998 dengan tujuan menghilangkan penyelenggaraan negara yang bersifat
sentralistik yang berlangsung sejak era Orde Lama hingga Orde Baru telah
secara signifikan menimbulkan akumulasi kekecewaan daerah terhadap

pemerintah pusat, yang sekaligus merupakan indikasi kuat kegagalan

19! Pasal 326 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
DPRD.

192 T A. Tegowo dkk, Lembaga Perwakilan Rakyat di Indonesia, (Jakarta: Forum Masyarakat Peduli
Perlemen Indonesia, 2005), 132.
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pemerintahan pusat dalam mengelola daerah sebagai basis berdirinya bangsa ini.
Selain itu keberadaan DPD dimaksudkan untuk: 1). Memperkuat ikatan daerah-
daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh
persatuan kebangsaan seluruh daerah. 2). Meningkatkan agregasi dan akomodasi
aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijaksanaan
nasional berkaitan dengan negara dan daerah. 3). Mendorong percepatan
demokrasi, pembangunan, dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.'”

Kehadiran DPD juga sebagai refleksi kritis terhadap eksistensi utusan
daerah dan utusan golongan yang mengisi formasi Majelis Permusyawaratan
Rakyat (MPR) dalam sistem keterwakilan di era sebelum reformasi. Mekanisme
pengangkatan dari utusan daerah dan utusan golongan bukan saja merefleksikan
sebuah sistem yang tidak demokratis, melainkan juga mengaburkan sistem
perwakilan yang seharusnya dibangun dalam tatanan kehidupan negara modern
yang demokratis.'**

Setelah perubahan Keempat UUD 1945, keberadaan MPR tidak dapat
dipertahankan sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan hanya akan
berfungsi sebagai forum majelis dengan kewenangan yang sudah ditentukan
dalam UUD 1945. Dalam konteks ini maka prinsip kedaulatan rakyat tidak lagi
diwujudkan dalam lembaga MPR yang akan membagikan kekuasaan itu secara
vertikal kepada lembaga yang ada di bawahnya. Dengan adanya perubahan itu,
maka pusat perhatian harus diarahkan kepada upaya memahai perwujudan
kedaulatan rakyat ke dalam 3 (tiga) cabang kekuasaan utama, yaitu parlemen

(terdiri atas MPR, DPR, dan DPD) dan lembaga kepresidenan atau

195 A M. fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945 (Jakarta: Kompas, 2009), 314.
1% Dewan Perwakilan Daerah republik Indonesia 2009, Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan
ke-5, (Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah, 2009), iii.
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pemerintahan. Aliran mandat kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat akan
mengalir langsung dan secara periodik kepada kedua cabang kekuasaan tersebut
melalui proses pemilihan umum yang diselenggarakan secara jujur dan
berkeadilan.'®
Setelah Perubahan UUD 1945 ada 2 (dua) pandangan mengenai
kedudukan MPR, yakni:'®
1. MPR sebagai lembaga permanen
Sifat permanen ini membawa MPR sebagai lembaga yang akan memiliki
perangkat penuh sebagai sebuah lingkungan jabatan, yaitu:
a. Kelengkapan administrasi dan organisasi anggota individu;
b. Kesekretariatan tersendiri dengan pengurusnya untuk menjalankan fungsi
sebagai sebuah lembaga yang mandiri;
c. Kode etik dan badan kehormatan sendiri; dan
d. Sistem penggajian anggota (anggaran).
2. MPR sebagai sidang gabungan (joint session)
Pengertian MPR sebagai sidang gabungan adalah MPR tidak lagi merupakan
sebuah lembaga yang bersifat mandiri. la hanya merupakan forum
pertemuan antara 2 (dua) lembaga, yaitu DPD dan DPR. Ketika sidang
berlangsung, baik anggota DPD maupun anggota DPR, tetap sebagai anggota
DPD dan DPR. Mereka tidak bergabung menjadi satu dalam sebuah lembaga

lain (MPR).

15 Jimly Asshidiqie, Struktur Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945,
(Jakarta: BPHN, 2003), 137.

1% Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Sistem Bikameral dalam Parlemen Indonesia, (Jakarta:
Rajawali, 2005), 175.
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Menurut Prof. Mahfud, UUD NRI tahun 1945 memang tidak secara persis
mengikuti teori tertentu atau sistem yang berlaku di negara tertentu. Amandemen
UUD 1945 merupakan modifikasi khas Indonesia. Secara konseptual, UUD
1945 hasil amandemen menganut sistem presidensial, tetapi dimodifikasi
sedemikian rupa sehingga menjadi tidak sama dengan sistem presidensial yang
ada dalam teori maupun di negara lain. Adanya hak legislasi bagi Presiden
(bersama DPR) merupakan penyimpangan dari teori umum dan sistem
presidensial yang berlaku di negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan
Filipina. Begitu pula adanya DPR, MPR, dan DPD yang tidak jelas dimasukkan
ke dalam bingkai sistem kamar parlemen merupakan modifikasi khas Indonesia
yang tidak bisa dikategorikan sebagai sistem trikameral, bikameral, atau
unikameral.'"’

Jimly Asshidiqie memiliki pendapat yang berbeda, ia mengatakan bahwa
sistem yang kita anut tidak dapat disebut sistem bikameral ataupun satu kamar,
melainkan sistem tiga kamar (¢rikameralisme). perubahan-perubahan mendasar
dalam kerangka struktur parlemen Indonesia itu memang telah terjadi mengenai
hal-hal sebagai berikut:'®®
1. Susunan keanggotaan MPR berubah secara struktural karena dihapuskannya

keberadaan Utusan Golongan yang mencerminkan prinsip perwakilan
fungsional (functional representation) dari unsur keanggotaan MPR. Dengan
demikian, anggota MPR hanya terdiri atas anggota Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) yang mencerminkan prinsip perwakilan politik (political

"7 Desmond J. Mahesa, DPR Offside Otokritik Parlemen Indonesia, (Jakarta: RMBOOKS, 2013), 23.
"% Jimly Asshidigie, Struktur Ketatanegaraan...., 14-16.
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representation) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang
mencerminkan prinsip perwakilan daerah (regional representatif).

2. Bersamaan dengan perubahan yang bersifat struktural tersebut, fungsi MPR
juga mengalami perubahan mendasar (perubahan fungsional). Majelis ini
tidak lagi berfungsi sebagai supreme body yang memiliki kewenangan
tertinggi dan tanpa kontrol, dan karena itu kewenangannya juga mengalami
perubahan-perubahan mendasar.'®”

3. Diadopsi prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) secara tegas
antara fungsi legislatif dan eksekutif dalam perubahan pasal 5 ayat (1) juncto
pasal 20 ayat (1) dalam perubahan pertama UUD 1945 yang dipertegas lagi
dengan tambahan pasal 20 ayat (5) perubahan kedua UUD 1945. Dalam
perubahan-perubahan tersebut ditegaskan bahwa kekuasaan membentuk
Undang-Undang berada di tangan DPR, meskipun Presiden sebagai kepala
pemerintahan eksekutif tetap diakui haknya untuk mengajukan sesuatu
rancangan Undang-Undang. Dengan perubahan ini berarti UUD 1945 tidak
lagi menganut sistem MPR berdasarkan prinsip supremasi parlemen dan
sistem pembagian kekuasaan (distribution of power) oleh lembaga tertinggi
MPR ke lembaga-lembaga negara di bawahnya.

4. Diadopsinya prinsip pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam satu

paket secara langsung oleh rakyat dalam ketentuan pasal 6A ayat (1)

19 Sebelum diadakannya perubahan UUD, MPR memiliki 6 (enam) kewenangan yaitu: 1) Menetapkan
Undang-Undang Dasar & mengubah Undang-Undang Dasar, 2) Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan
Negara, 3) Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 4) Meminta dan menilai pertanggung jawaban
Presiden, 5) Memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Setelah diadakannya perubahan UUD
1945, kewenangan MPR berubah menjadi: 1) Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/atau Perubahan
UUD, 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden, 3) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden,
serta 4) Menetapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden pengganti sampai terpilihnya Presiden dan/atau
Wakil Presiden sebagaimana mestinya. Jimly Asshidiqie, Struktur Ketatanegaraan..., 15.
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perubahan ketiga UUD 1945 yang sekaligus dimaksud untuk memperkuat
dan mempertegas anutan sistem pemerintahan presidensial dalam UUD
1945. Dengan sistem pemilihan langsung oleh rakyat itu, maka konsep dan
sistem pertanggungjawaban Presiden tidak lagi dilakukan kepada Majelis
Permusyawaratan Rakyat, tetapi juga langsung kepada rakyat. Oleh karena
itu, dapat dikatakan bahwa dalam hubungannya dengan pengorganisasian
kedaulatan rakyat, kedaulatan yang ada ditangan rakyat itu, sepanjang
menyangkut fungsi legislatif, dilakukan oleh MPR yang terdiri atas dua
kamar dewan, sedangkan dalam bidang eksekutif dilakukan oleh Presiden
dan Wakil Presiden sebagai satu paket kepemimpinan eksekutif yang dipilih
langsung oleh rakyat. Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dulu dikenal
sebagai lembaga tertinggi negara, di masa depan berubah menjadi nama dari
lembaga perwakilan rakyat Indonesia yang terdiri atas Dewan Perwakilan
Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah yang secara bersama-sama
kedudukannya sederajat dengan Presiden dan Wakil Presiden, serta dengan
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Namun, seperti dikemukakan diatas, lembaga MPR pada pokoknya
menurut ketentuan UUD 1945 pasca perubahan keempat tetap berdiri sendiri di
samping DPR dan DPD. Banyak kritik dan ketidakpuasan mengenai pengaturan
UUD 1945 mengenai hal ini, tetapi dalam kenyataannya memang demikianlah
ketentuannya dalam UUD 1945 pasca Perubahan Keempat. Menurut ketentuan
pasal 2 ayat (1), MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Pasal 8 ayat
(2) menyatakan dalam hal terjadinya kekosongan wakil presiden, selambat-

lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR bersidang untuk memilih wakil presiden
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dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Sedangkan ayat (3) nya
menyatakan bahwa dalam hal terjadinya kekosongan presiden dan wakil
presiden secara bersamaan, maka selambat-lambatnya 30 hari setelah itu, MPR
bersidang untuk memilih presiden dan wapres dari dua pasangan calon presiden
yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan
calon Presiden dan Wapresnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam
pemilu sebelumnya. Menurut ketentuan pasal 3 ayat (3), pasal 7A dan 7B, MPR
juga berwenang untuk mengubah dan menetapkan UUD sebagaimana dimaksud
oleh pasal 3 ayat (1) dan pasal 37 UUD 1945. Dengan adanya kewenangan yang
demikian itu maka dapat dipahami bahwa MPR itu adalah lembaga yang berdiri
sendiri disamping DPR dan DPD. Dengan demikian, meskipun di dunia hanya
dikenal adanya struktur parlemen unicameral dan bicameral, UUD 1945
memperkenalkan  sistem  ketiga, yaitu parlemen trikameral atau
trikameralisme."'°
D. Sistem Ketatanegaraan Islam

Madinah merupakan kota dengan tingkat heterogenitas yang tinggi pada
saat Nabi Muhammad Saw hijrah ke tempat tersebut. Heterogenitas penduduk
Madinah dalam hal etnis, bangsa, asal daerah, ekonomi, agama, dan keyakinan
serta adat kebiasaan menyebabkan heterogenitas kepentingan pula.''' Apalagi
manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik yang mempunyai sifat-sifat
yang bertentangan satu sama lain. D1 satu sisi ingin bekerja sama, namun di sisi

. o . . 112
lain cenderung ingin bersaing dengan manusia lainnya.

"% Jyimly Asshidigie, Struktur Ketatanegaraan...., 17.
""" Maskur Hidayat, Konsep Negara Kemaslahatan, (Surabaya: Laros, t.t), 19-20.
"2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, (Jakarta: Gramedia, 1989), 32.
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Untuk menata masyaraat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi pada
saat itu, pastinya dibutuhkan konsep yang bisa diterima masing-masing pihak.
Nabi Muhammad Saw tampaknya memahami bahwa masyarakat yang
dihadapinya adalah masyarakat majemuk yang masing-masing golongan
bermusuhan dengan golongan lain. Untuk itu ia melakukan penataan situasi
sosial, ekonomi, politik dan agama.'"?

Langkah nyata yang diambil oleh Nabi Muhammad Saw untuk
mewujudkan stabilitas masyarakat adalah dengan mengadakan ikatan perjanjian
dengan Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek
moyang. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang Yahudi
sebagai suatu komunitas. Setiap golongan masyarakat juga memiliki hak tertentu
dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan
seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan negeri dari serangan
luar. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah menjadi kepala
pemerintahan karena menyangkut peraturan dan tata tertib umum, otoritas
mutlak diberikan kepada Nabi Muhammad Saw. Dalam bidang sosial, ia juga
meletakkan dasar persamaan antar sesama manusia. Perjanjian ini dalam
pandangan ketatanegaraan sekarang sering disebut dengan Kkonstitusi
Madinah.'"*

Konstitusi Madinah atau piagam Madinah berisi 47 butir pasal,'’’ dan
piagam ini menganut beberapa asas, antara lain:''°

1. Asas kebebasan beragama

'3 Maskur Hidayat, Konsep Negara..., 20.
"4 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Grafindo), 25-26.
"> Fatah Syukur, Sejarah Peradaban Islam, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2002), 42-46.
116 :
Ibid., 46.
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Negara mengakui dan melindungi setiap kelompok untuk beribadah menurut
agamanya masing-masing.

2. Asas persamaan
Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai anggota masyarakat,
wajib saling membantu dan tidak boleh seorang pun diperlakukan secara
buruk. Bahkan orang lemah harus dilindungi dan dibantu.

3. Asas kebersamaan
Semua anggota masyarakat mempunyai hak dan kewajiban yang sama
terhadap negara.

4. Asas keadilan
Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Hukum harus ditegakkan. Siapapun yang melanggar hukum maka dikenai
hukuman. Dan hak individual diakui.

5. Asas perdamaian yang berkeadilan

6. Asas musyawarah.

Piagam Madinah adalah salah satu bentuk konstitusi pertama dalam
perspektif sejarah Islam. Piagam ini diakui sebagai dokumen yang otentik yang
menjadi sumber ide yang mendasari negara dalam sejarah Islam awal."'” Piagam
ini meletakkan dasar-dasar sosio politik untuk mempersatukan penduduk
Madinah, dan teks tersebut hasil dari inisiatif Nabi Muhammad, bukan dari
wahyu.''®
Waktu terjadinya penyusunan piagam Madinah tersebut tidak diketahui

secara pasti. Menurut Watt, para ahli sejarah berpendapat bahwa piagam

"7 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih
Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 72.
" Ibid., 73.



88

Madinah dibuat pada permulaan periode Madinah tahun pertama hijrah. Well
Husen menetapkannya sebelum perang Badar, sedangkan Hurbert Grimme
berpendapat bahwa piagam tersebut dibuat setelah perang Badar.'"’

Dalam sistem ketatanegaraan Islam masa klasik, sirkulasi kekuasaan
ditentukan dengan prinsip shura (musyawarah). Prinsip ini juga tercantum dalam
piagam Madinah. Shura adalah prinsip yang menegaskan bahwa sirkulasi
kekuasaan dapat dibicarakan. Mengenai cara bermusyawarah, lembaga
permusyawaratan yang perlu dibentuk, cara pengambilan keputusan, cara
pelaksanaan putusan musyawarah, dan aspek-aspek tata laksana lainnya
diserahkan kepada kelompok manusia bersangkutan untuk mengaturnya. Jadi
sebagai prinsip, musyawarah adalah syariat.'*’

Nabi Muhammad Saw dalam praktiknya juga sering bermusyawarah
dengan sahabat-sahabatnya dalam banyak hal. Karena itulah, dalam paktik
politik umat Islam, musyawarah yang telah menjadi prinsip dalam bernegara
diejawentahkan oleh para sahabatnya.'”' Pengangkatan Abu Bakar sebagai
kepala negara Madinah adalah hasil kesepakatan antara Kaum Anshar dan Kaum
Muhajirin dalam suatu musyawarah di Tsaqifah Bani Saidah.'”? Penunjukan
Umar bin Khattab sebagai khalifah oleh Abu Bakar, setelah sebelumnya Abu
Bakar melakukan tinjauan pendapat secara diam-diam terhadap tokoh-tokoh
terkemuka dari kalangan sahabat. Meskipun peristiwa diangkatnya Umar

tersebut merupakan fenomena baru, tetapi proses peralihan kekuasaan tetap

93, Suyuti, Prinsip-Prinsip Pemerintah dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan al-Qur’an,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada), 87-88.

120 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara..., 128.

! Tbid., 158.

122 Tsagifah Bani Saidah adalah balai pertemuan yang biasanya digunakan untuk membahas persoalan-
persoalan yang ada pada saat itu. Tsaqifah Bani Saidah untuk masa ini bisa dianalogikan sebagai gedung
permusyawaratan rakyat. Lihat Suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran,
(Jakarta: Rajawali Press, 1999), 102.



&9

dalam bentuk musyawarah.'” Pengangkatan Usman bin Affan juga dilakukan
dengan musyawarah, melalui persaingan ketat dengan Ali bin Abi Thalib, tim
formatur yang dibentuk oleh Umar akhirnya memberi mandat kekhalifaan

kepada Usman.'**

Pengangkatan Ali sebagai khalifah terjadi pada situasi politik
yang kurang mendukung karena terjadi banyak pemberontakan yang belum
dapat dipadamkan sepenuhnya. Dalam suasana genting tersebut, Ali bin Abi
Thalib adalah satu-satunya orang yang bisa diterima semua pihak.'” Hal ini
menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal, karena
khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda.'*®

E. Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istinbath Hukum

Salah satu masalah yang menjadi tema utama dalam kajian Ushul Fiqih
adalah kemaslahatan umat manusia yang terkandung di dalam syariat yang
diturunkan Allah Swt kepada mereka. Berangkat dari kajian tersebut, lahirlah
teori istinbat hukum yang mengacu kepada konsep kemaslahatan, di antaranya
1alah maslahah mursalah.

Di dalam Al-Quran dan hadis, baik secara eksplisit maupun implisit,
banyak sekali postulat yang menjelaskan bahwa tujuan Allah Swt menurunkan
hukum shara’ ke muka bumi adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup
bagi umat manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat atau kerusakan.

Kemaslahatan dimaksud bukan saja kemaslahatan duniawi, tetapi juga

kemaslahatan ukhrawi atau dalam istilah Abu Ishaq asy-Syathibi: "Ii masalih al-

123 Fatah Syukur, Sejarah..., 52.
** bid., 54.

125 Maskur Hidayat, Konsep..., 50.
12 Fatah Syukur, Sejarah..., 57.
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ibad ti al-'ajil wa al-ajil” (untuk kemaslahatan hamba Allah di dunia dan di

akhirat).'*’

Meskipun kemaslahatan manusia merupakan tujuan utama diturunkannya
hukum shara' ke muka bumi, namun tidak semua maslahat yang ada di tengah-
tengah umat manusia sejalan dengan hukum syariat dan tidak semua maslahat
yang berkembang di masyarakat mempunyai dasar hukum yang akurat. Karena
itu, para ulama membagi maslahat kepada beberapa bentuk. Hujjatul Islam,
Imam Al-Ghazali, misalnya, membagi maslahat kepada empat macam:'*®
1. Maslahat yang diakui nau'-nya oleh Shari' karena ada kesamaan nau' tersebut

dengan ashal dan furu'.

2. Maslahat yang diakui jins-nya oleh Shari' karena ada kesamaan jins tersebut
dengan ashl dan furu'. Maslahat ini sering disebut pula al-maslahah al-
mulaimah i jins tasarrufat asysyar'.

3. Maslahat yang bertentangan dengan shara’ yang disebut dengan istilah al-
maslahah al-batilah atau al-maslahah al-mulghah.

4. Maslahat yang tidak disebut-sebut oleh syara’, tidak ada nas yang
mendukungnya, dan tidak ada pula nas yang menentangnya. Maslahat
semacam ini disebut al-maslahah al-gharibah.

Dari keempat pembagian di atas, Imam al-Ghazali memasukan al-
maslahah al-mursalah ke dalam pembagian yang kedua, yaitu maslahat yang

diakui jins-nya oleh syara’ dan ini dapat diterimanya sebagai hujjah atau dalil

127 Abu Ishaq asy-Syathibi, AI-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah, tahqiq Syekh Abdullah Darraz, Juz I,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Tlmiyah, 1991), 4.

128 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa min “Ilm al-Usul, Juz 11, (Kairo:
Dar al-Fikr, 1937), 306.
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hukum. Sedangkan al-maslahah al-gharibah dan al-maslahah al-batilah atau al-
maslahah al-mulghah ditolaknya secara mutlak.12
Berbeda dengan Imam Ghazali, Mushthafa Sa'id al-Khin membagi
maslahat kepada tiga:'*"
1. Maslahat yang diakui oleh asy-Shari', yaitu maslahah daruriyah, maslahah
hajjiyah, dan maslahah tahsiniyah.
2. Maslahat yang tidak diakui oleh asy-Shari’, yaitu maslahat yang disebut
dengan al-maslahah al-mulghah.
3. Maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui, yang
dikenal dengan istilah al-maslahah al-mursalah.
Senada dengan Mushthafa Sa’id al-Khan, Abdul Karim Zaidan juga
membagi maslahat kepada tiga macam:"?’
1. Maslahat yang ditetapkan oleh asy-Shari® untuk diwujudkan. Maslahat ini
disebut al-maslahah al-mu’tabarah.
2. Maslahat yang ditetapkan oleh asy-Shari untuk ditinggalkan atau diabaikan.
Maslahat ini disebut al-maslahah al-Mulghah.
3. Maslahat yang tidak ditetapkan oleh asy-Shari® untuk mewujudkan atau
mengabaikannya. Maslahat ini disebut al-maslahah al-mursalah.
Dari keterangan di atas tampak ada perbedaan pengertian tentang al-
mashlahah al-mursalah antara Imam Ghazali dan Mushthafa Sa’id al-Khan.
Menurut Imam Ghazali, al-maslahah al-mursalah adalah maslahat yang jinsnya

diakui oleh shara' Ini berarti ada nas yang bisa dijadikan rujukan secara

122 Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, Al-Mustasfa....., 19.

139 Mushthafa Sa'id al-Khan, Athar al-Ikhtilaf fi al-Qawa'id al-Usuliyyah fi al-Ikhtilaf al-Fuqaha,
(Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1972), 552.

131 < Abd al-Karim Zaidan, Al-Wajiz i Usul al-Figh, (Beirut: Muassasah ar-Risalah, 1998), 236.
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implisit. Sedangkan menurut Mushthafa Sa’id al-Khan, al-maslahah al-mursalah

adalah maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau tidak diakui.

Bagi Imam Ghazali, maslahat yang tidak memiliki dasar nas untuk diakui atau

tidak diakui itu disebutnya al-maslahah al-gharibah.

Karena tidak ada nas yang memerintahkan atau melarang perwujudan
kemaslahatan yang terkandung di dalam maslahah mursalah maka para ulama
berbeda pendapat mengenai kebolehan penggunaannya sebagai dalil shara”.
Sebagian mereka menerima dan sebagian lain menolaknya. Jumhur ulama
menerimanya sebagai dalil shara ‘ karena beberapa alasan:'*?

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti
perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan
yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan
hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan
manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan
mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti
perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk
mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.

2. Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-
peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam
mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.

Alasan jumhur ulama di atas sejalan dengan alasan Imam Malik bin Anas,

yang dikenal sebagai tokoh dan pelopor maslahah mursalah. Menurut Imam

132 Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Figh Islami, (Bandung: PT Al-
Ma'rif, 1986), 107.
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Malik, maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil shara‘ dengan alasan

sebagai berikut:'?

1. Para sahabat banyak yang menggunakan maslahah mursalah di dalam
mengambil kebijaksanaan dan istinbath hukum, seperti sahabat yang
mengumpulkan Al-Quran, al-Khulafa™ al-Rasyidin yang menetapkan
keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khaththab
yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan
pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin
Khathab yang sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna
memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air,
dan para sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota
kelompok atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang
jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama.

2. Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil
maslahat  berarti sama dengan merealisasikan tujuan  syariat.
Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat.

3. Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung
maslahat selama berada di dalam konteks maslahat syar'iyyah maka orang-
orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah
Swt tidak menghendaki adanya kesulitan itu sebagaimana dikemukakan

Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hajj ayat 78.

133 Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figih, (Kairo: Dar al-Fikr al-"Arabi, t.t), 281-282.
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Meskipun Imam Malik merupakan tokoh dan pelopor maslahah mursalah
namun di dalam penerapannya, pendiri mazhab Maliki ini menetapkan syarat-
syarat sebagai berikut:'**

1. Adanya persesuaian antara maslahat yang dipandang sebagai sumber dalil
yang berdiri sendiri dengan tujuan-tujuan syariat.

2. Maslahat itu harus masuk akal dan mempunyai sifat-sifat yang sesuai dengan
pemikiran yang rasional.

3. Penggunaan dalil maslahat ini adalah dalam rangka menghilangkan kesulitan
yang mesti terjadi. Dengan kata lain, jika maslahat itu tidak diambil, manusia
akan mengalami kesulitan.

Imam Syafi'i tidak menyinggung masalah maslahah mursalah di dalam
teori istinbat hukumnya sehingga tidak ada kejelasan apakah ia menerima atau
menolaknya. Akan tetapi, satu prinsip yang dipegang oleh Imam Syafi'i ialah
bahwa tidak ada satu masalah pun yang tidak dapat diselesaikan karena petunjuk
di dalam kitab Allah Swt sudah lengkap.'*

Maslahah mursalah adalah suatu maslahat yang tidak ada ketetapan
hukumnya secara tegas di dalam nas, juga tidak ada perintah atau larangan untuk
mewujudkannya. Imam Syafi'i sendiri tidak membicarakannya secara khusus.
Karena itu, untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap masalah ini
dapat dilihat dari konsep giyas yang diajukannya. Apabila diperhatikan konsep
Imam Syafi'i tentang giyas dan dihubungkan dengan masalah kemaslahatan umat
manusia yang merupakan tujuan dari diturunkannya syariat ke muka bumi.

Penetapan suatu hukum melalui giyas pada hakekatnya adalah dalam rangka

'** Muhammad Abu Zahrah, Ushul..., 279-280.
135 Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy, Ar-Risalah, Tahqiq Ahmad Muhammad Syakir, (Kairo: Dar at-
Turats, 1979), 20.
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mewujudkan magqashid al-syari'ah, dan inti dari tujuan syariat ialah al-
maslahah. Konsep qiyas yang dikemukakan Imam Syafi'i pada dasarnya
bertolak dari upaya mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Karena itu,
orientasi penerapan giyas pun ditujukan untuk kemaslahatan umat manusia
tersebut. Dengan demikian, konsep ini sejalan dengan hakekat maslahah
mursalah."®

Dalam fikih siyasah (sistem ketatanegaraan menurut Islam) juga terdapat
asas-asas pemerintahan yang baik yang harus diwujudkan, asas-asas tersebut
digali dari sumber utama fikih siyasah yakni al-Qur’an dan Hadis. Sebagai
contohnya, asas-asas tersebut antara lain adalah asas amanah, asas tanggung
jawab (al-Mas "iliyyah), asas maslahat (al-Maslahah), dan asas pengawasan (al-
Muhasabah)."’

Al-Mawardi dalam teori negaranya tidak secara spesifik mengulas
mengenai hak-hak yang dimiliki oleh rakyat dalam kehidupan bernegara. Namun
al-Mawardi memberikan paparan mengenai tujuan kepemimpinan atau
pemerintahan dalam suatu negara sebagai berikut:'*®
1. Terselenggaranya ajaran agama;

2. Terwujudnya kemaslahatan umat; dan
3. Agar kehidupan masyarakat menjadi aman sejahtera.

Al-Ghazali dan Ibnu Taimiyah juga memberikan makna mengenai tugas

yang harus diemban oleh pemerintah dalam negara, di antaranya adalah:'*’

1. Menciptakan kemaslahatan bersama;

136 Muhammad bin Idris asy-Syafi'iy, Ar-Risalah, 22.

137 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara..., 242.

1% Imam al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan Dalam Takaran Islam (Terjemah Bahasa
Indonesia dari al-Ahkam al-Sulthaniyyah), (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 14.

139 Jeje Abdul Rojak, Politik Kenegaraan, (Jakarta: Bina Ilmu, 1999), 164.
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2. Mewujudkan amanah sebaik-baiknya; dan
3. Menciptakan keadilan semaksimal mungkin.

Jika diamati mengenai tujuan adanya sebuah pemerintahan dalam suatu
negara menurut ketiga pemikir di atas, dapat ditemukan satu persamaan yaitu
kemaslahatan. Terjaminnya kemaslahatan rakyat merupakan konsesi yang
diminta Mawardi dari penguasa atau pemerintah. Prinsip kemaslahatan berawal
dari kaidah hukum Islam yang menginginkan pengambilan manfaat dan

menghindari kerusakan.'*

140 Maskur Hidayat, Konsep..., 154.



